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AGENDA

Oleh M. Doawam Rohardjo

i ‘ejarah politik don ketatanegarann Indonesia
tidak pernah sepi dari perbincangan dan
upaya-upaya menegakkan pringip hak-hak
b/ asast manusia (FIAM), termasuk realisasi-
nya dalam kegiatan pembangunan, Semua UUD
{Undang-Undang Dagar) , yang pernah berlaku di
Indonesia, memuat filsafat dan pasal-pasal yang
dapat dikaitken dengan prinsip HAM. UUD RIS,
UUD Sementara, maupun Rancangan UUD vang
disuson Dewan Konstituanie pada 1938, bahkan
memuat pasal-pasal yang lebih rinci dari UUD
1945, .

-UUD 1945 hanya memuat secara ringkas pa-
sal-pasal tentang HAM. Ini antara lain disebab-
kan terbatasnya wakeu bagi Panilia Persiapan
Kemerdekaan Indongsia (PPED untuk menyusun
UUD tersehut. Mengingat hal i, maka pada
tahun 1975, lewat Panita Lima yang dibentak
Presiden Socharto, Bung Hata menganjuskan
agar ketentnan yang lebih rinci tontang HAM
disusun datam bentuk undang-undang, kalau
peru dengan Ketetapan MPR.

MPRS yang dibentuk pada awal Orde Bary,
pada tahun 1966, sebenarnya telah menyusun
rancangan yang dimaksud olch Bung Hatta i,
Panitia Ad hoe yang dibentuk MPRS dan dibantu

juang kemerdekaan senior sepert Dr. Sukim_at; '
Wirjosandjojo, Mr. Ahmad Subardjo dan Prof.
Mr. Sunario, akhimya berhasil menyusun Piagam
Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak seria
Kewaliban Warganegara, yvang akan disahkan
menjadi Ketetapan MPRS. Namun karena sesua-
tu hal, rancangan 1o urung menjadi produk
MPRS.

Setelah berpengalaman lebih dari 25 tahun
dalam proses pembangunan sebagai pengamalan
Pancasiia dan UUD 1945, yang memuat juga
prinsip-prinsip HAM, lebih-iebih seielah Indo-
nesia menjadi pemimpin Gerakan Non-Blok -
selama tiga {ahun mendatang, sejak Oktober
1992, maka dirasakan perfe uniuk menegaskan
kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip
HAM. Langkah penting yang bisa diambit adalah
mendorong MPR hasil Pemilu 1992, untuk
menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan
Hak-hak serta Kewajiban Warganegara dan
mengesahkannya sebagai Ketelapan MPR dalam
sidangnya pada bulan Maret, 1993,

Mengingat hal di atas, maka perlu diambil
prakarsa untuk melanjulian apa yang dapat kita
sehul husian right discourse di Indonesia. Tuju-
anmya, menggali fadisi pemikiran dan perjuang-
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konteks perscalan masa kini, berdasarkan penga-
laman 25 tahun pembangunan di masa Orde Ba-
ru, menghadapi tantangan abad ke-21, Tulisan ini
adalah upaya penyusunan agenda, unfuk melan-
jutkan Aumman right discourse tersebut,

Konteks Historis Kongep HAM

~"HAM dikenal di Indonesia sebagai konsep dari
Barat, khususnya negara-negara industid modein
sekarang. Sungguh pun demikian, ini tidak berarti
bahwa nilai-nitai HAM iidak dikenal dalam ke-
budayaan Timy. Agama-agama dunia, terutama
agama-agama wahyu, seperli Yahudi, Kristen dan
Islam, dapat mengemukakan secjumlah ajaran
yang dapat dikenali sebagai nilai-nilai HAM.
Bahkan #imbulnya konsep HAM, sejak dari yang
sederhana pada abad ke-13 di Eropa Barat hingga
yang mutakhir, tidak bisa dilepaskan dari, bahkan
berkaitan erat, kalau tidak bisa dikatakan bersum-
ber pada, ajaran agama-agama besar di atas, me-
latui proses seiarah yang dinamis,

Ini bisa dilibat misainya dalam ajaran Islam,
secbuah agama wahyu atau agama samawi yang
lahir pada abad ke-7 di jazirah Arabia. Para ula-
ma dan cendeliawan muslim, juga para abli Barat
tentang Islam, dapat mengabstraksikan ramusan
konsep vang dimengerti sckarang sebagai HAM,
dari ajaran-ajaran yang terkandung dalam Kiab
Suci al-Qur’an, Hadits-hadits dan Sunnah atau
tradist dalam sejarah Nabi Muhammad saw., juga
dalam apa yang dikenal sejarawan Barat sebagai
Konstitusi Madinah, Demikian pula halnya, jika
upaya yang sama dilakckan terhadap agama-
agama wahyu lainnya, agama-agama budaya,
seperti Hindu, Budha, Konlusianisme, Tavcisme
atau Shintoisme, dan bahkan agama-agama buda-
va lokal. Sudah tentu upaya di atas akan mengha-
silkan ramusan vang berbeda, Namun intinya
akan mengacu kepada ide tentang HAM.

{leh sebab iz, maka HAM, sebagai konsep
Barat, perlu dipahami dalam konteks historisnya,
ketika konsep ini raulai lahir dan mengalami evo-
Tusi hingza seperti vang kita mengerti sekarang.

dungi diri dari kesewenang-wenangan para raja,
seperti yang tercermin dalam Magna Charta
(1215), Habeas Corpus Act (1674) dan Bills of
Rights (1689) di Inggris. Perubahan kuahitatif
yang mendasar baru terjadi pada tahun 1776, de-
ngan diceiuskannya Deklarasi Kemerdekaan
Amerika Serikat (AS) yang dikekobkan dengan
Virginia Bills of Rights AS pada tahun 179],
Pengaruh revolusi kemerdekaan A5 itu kemudian
menjalar ke Bropa Bamat dan mengilhami Revo-
lusi Prancis yang meiahirkan Declaraiion des
droits de I homme et du citoyen pada tahun 1789,
Menurnut bunyinya, HAM yang timbul dad kedua
revolusi ite memang bersifal universal, yakni ber-
laku pada setiap manusia, terutama sebagai warga
suaty negara.

Perkembangan sejarah yang dimotori oleh
Revolusi Industri dan perkembangan sistem
kapialisme menjelang dan pada awal abad ke-20
melahirkan dua penilaian terhadap pengalaman,
Pertama, kebebasan pilitik ternyata tidak me-
ngandung arii jika fidak ada jaminan kehidupan
ckonomi bagl warga negara. Kedua, kebebasan
politik temyata hanya bisa dinikmati oleh mereka
vang [clah memperoleh manfaat dart perkem-
bangan ekonomi kapitalis. Dengan perkataan lain,
kebebasan politik hanya bisa dircalisasikan pada
golongan menengah ke atas. Hasil akhirnya ada-
lah, balwa tanpa dimensi ckonomi, golongan
bawah tidak bisa mercalisasikan hak- hak ckono-
mi manpun politik. Inilah yang melatarbelakangi
Revolusi Okiober 1917 di Rusia, dan melahirkan
hak-hak dasar sosial dalam Pernyataan Hak-hak
Kaum Buruh dan Rakyat yang Tertindas dalam
Konstitusi Uni Soviet tahun 1918,

Pengalaman tga revolust besar, yaitu Revolusi
Amerika, Revolusi Prancis dan Revolusi Rusia,
akhirmnya melahirkan Pernyataan se-Dunia tentang
Hak-hak Asasi Manusia ({/niversal Declaration
of Human Rightsy yang dicetuskan olch Perseri-
katan Bangsa Bangsa (FBB) di Lake Success
pada tahun 1949, yang terdiri dari 30 pasal.
Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB it

Pada mulanya, HAM, dalam konieks sejarah Ba-
rat, adalah hal kaum bangsawan, untuk meiin-

sebenarpya alpengaruhl oleh konsep Empat ke-
bebasan (The Four Freedoms) yang ditawarkan
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oleh presiden AS, Franklin Delano Roosevelt.
‘Konsep terschut terdiri dari empat pasal:
1. Kebcbasan untuk berbicara dan melahirkan
- pikiran (freedom of speech and thoughis),
2.'Kebebasan untuk bcragama (freedom of
'relzgwn)
‘_3.‘f'3Kebeba<;an dan ketakutan (frcedom from
ﬂffhﬂﬁ :
4, Kebebasan dari kebutuhan (freedom from
' Namun Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia
PBB: tidak hanya mencakup konsep dari ketiga
re_vol_u31 dan doktrin Roosevelt iersebut, Deklaras
ini mencakup hak-hak kewarganegaraan, hak po-
litik, hak ekonomi, hak sosial dan hak kebuda-
yaan,

Konseptualisasi HAM di Indonesia

Scbelum dunia memiliki Deklarasi PBB ten-
tang Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 1949,
para pendisi Republik Indonesia sudah menyadari
pentingnya HAM sehagai kongep yang mendasart
suatu negara. Pada wakiu menyusun UUD 1945,
méma_ng terjadi perdebatan mengenai hal ini,
teritama antara Sockarno, yang didukung oleh
Supomo sebagai arsitek utama UUD, dengan
Mohammad Hatia dan Muhammad Yamin.
Keempat tokoh ini pada umamnya sepakat me-
ngenai konsep negara, Tetapi Sockarno dan
Supomo berpendapat bahwa HAM, yang berasal
dari ideologi liberalisme, karena ity intinya ada-
lah individualisme, tidak perlu dicantumkan
dalam pasal-pasal UUD. Sebalilmya, Halta dan
Yamin tegas berpendapat perfunya mencantum-
kan pasal mengenai kemerdekaan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dan
tulisan, vatuk menjamin agar negara tidak
terjeramus ke dalam konsep negara keliuasaan.
Pada akhirnya pandangan Hatta dan Yamin
diterima, tetapi dengan kompromi, yaitu dengan
dicantumiannya kalimat “diatur oleh undang-
undang”.

Menurut Bung Hatta, UUD 1945 memuat ide

yatan, mencerminkan HAM di bidang politik,

sedangkan sila ke-5, keadilan sosial, berisikan

dimensi ekonomi dari HAM. Bung Hatta juga

menjelaskan bahwa pengertian tentang HAM -

secara lebih mendasar dimmuskan dengan istilah

lain, yaitu "Kemanusiazn yang adil beradab”,
yang selanjutnya berakar pada sila “Ketubanan -
yang Maha Esa”. Beberapa pasal dalam ba[ang S
ubuh UUD 1945, menurat Hatea, adalah ek%nh-. RE

sitasi dari prinsip HAM, yaito
@ Pasal 27, leniang persamaan kedudokan dakun

hukum dan pemerintahan serta hak atas pe- -
kerjaan dan penghidupan yang layak bagi ke— :

manusiaan,
@ Pasal 28, tenlang kemerdekaan berserikat,

berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan .

tulisan;

@ Pasal 29, tentang kemerdekaan (tiap-tiap
peaduduk, untuk memeluk agamanya ma%mg—
masing;

@ Pasal 30, tentang hak dan kewajiban ikut serta
dalam usaha pembelaan negara;

® Pasal 31, tentang hak mendapat pengajaran;
dan

® Pasal 34, tentang hak [akir miskin dan anak-
anak yang terlantar untuk dipelihara oleh
negara,

Sebenarmya bisa dismbahkan bahwa pasal 32,
yang berbunyl “Pemeriniah memajukan kebuda-
yaan nasional Indonesia”, dan pasal 36, vang
berbunyi “Bahasa negara adalah bahasa Indo-
nesia”, juga meagandung makna HAM, apabila
kita melihat penjelasan UUD 1945 yang menga-
lakan bahwa pemerintal mempunyai kewajiban
membind kebudayaan-kebudayaan, termasuk ba-
hasa-bahasa dacrah yang terarah kepada pemben-
tukan kebudayaan nasional. Kewajiban pemerin-
iah 1w berart hak bagi warga negara uniuek me-
melihara dan mengembangkan kebudayaan ma-
sing-masing, dalam rangka memperkaya kebuda-
vaan nasional.

Hal yang penting uniuk dicatat adalah kete-
rangan Bune Haua vane mengakui bahwa UUD

HAM dalam Pancasila dan beberapa pasal me-
ngenai hak asasi warga negara. Siia ke-4, kerak-

AFKAR, NOMOR PERKEMNALAN, OKXTORER-DESEMEAR

1945 ita dirumaeskan secara ringkas, antara lain
karena waktumya yang kurang untak menyusun-

19972 47




AGENDA

ny;_i_se_cara iengka;), terutama “untuk mengatur
iiia's'ih perlu diperhatikan,” Oleh schab i, menu-
cut Bung Hatla, pengaturan hak-hak dan kewa-
Jjiban asasi warga negara itu perlu dikembangkan
lebih lanjut, melalui undang-undang dan kalau
.perhl melalni ketetapan MPR.
Dalam sejarah ketatanegaraan RI tercatat,
'_-_bahwa UUD RIS maupun UUD Sementara tahun
1950, juga memuat pasal-pasal mengenai HAM
secara Iebih rinct. Pasal 7 hingga 41 UUDS, um-
pamanya, berisikan pasal-pasal tentang *Hak-hak
dan kebebasan dasar manusia”, Dewan Konsti-
tuante Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum
tahun 1955, dalam sidangnya tahun 1958, emya-
ta juga sudah menyusun rancangan lentang
pokok-pokok matert HAM berisikan 19 pasal.
.- Pada masa Orde Barn, MPRS juga telalh mem-
bentuk sustu Panitia Ad Hoc Penyusunan Hak-
hak Asast Manusia, dengan mempertimbangkan
bahan-bahan dari konsep Dewan Konstituante
1958, Tap MPRS Fo. VILI/MPRS/ 1965, UUD
1945 beserta penjelasannya, dan bahan dari Prof.
H. Moh. Yamin 5H. Panitia itu juga dibantu oleh
schuah Tim Asistensi Iimiah, Tak kurang dari 21
orang ahli felah menyum-bangkan pikiran tertdis
yang diceramahkan, temnasuk di antaranya Prof.
Dr. Hazairin SH., Dr. Sockiman Wirjosardjojo,
A.G. Pringgodigdo SH., Prof. Drs. Notonagoro
SH., Achimad Subardjo SH., Prof. Sunario $H.
dan Prof. Dr. SJMN, Drijarkara. Hasilnya adalah
sebuah Rancangan Keputnsan MPRS tentang
Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak
serta Kewajiban Wargancgara, dalam rangka
“kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan
UUD 1945 sccara murni dan konsekuen”, ber-
isikan 29 pasal dan 2 pasal Penutup.

Mengingat bahwa karya MPRS tahun 1966 it
adalah bagian darl semangat dan gagasan Orde
Baru, dalam rangka kembali kepada pelaksanaan
Pancasila dan UUD 1945 secara mumi dan kon-
sekuen, maka karya itu perlu dilngar kembali oleh
IMPR hasit Pemilihan Umum 1992, Bahkan lebih

karya masa laig dan mcmpcrumbang}\an
perkembangan mutakliir.

Agenda Perspalan

Sciarah memberi tahu kita, bahwa HAM udak
lahir begiw saja schagai konsep yang rampung.
Sulit untuk mengatakan secara pasti, kapan dan di
mana konsep ini mula-mula kahir di dounia ini.
Dalam catatan s¢jarah yang etnosentris Eropa
Barat, kesadaran HAM mula-mula ditemukan -
dalam Piagam Magna Charta 1215, Pandangan
ini timbui karena scjarah dilibat dari perspekuf
sistem demokrast di negara-negara Barat scka-
rang, baik yang menganut sistem kapitalis mau-
pun sosialis. Tapi dari perspekiif ini pun kit
melihat bahwa HAM ilu mengalami evolusi, Tig-
lah sebabnya, mengapa HAM yang dimak-
sudkan sebagai nilai-nilai universal ito temyata
dinterpretasikan secara berbeda.

Perbedaan interpretasi sudah dimulai pada
tataran pengertian dasar, Di saw pihiak, menurat
paham liberal, HAM dipahami sebagai hak-hak
yang timbul dari eksistensi manusia sendidd. Arg-
nya, hak-hak itu ada bukanlah karena pemberian
masyarakal alau negara, letapi timbul dari indi-
vidu karena kedudukannya scbagai manusia,
Konsekuensi darl paham ini adalah, bahwa jika
timbul suatu oloritas, maka otoritas i, negara
umpamanya, dipersepsikan scbagal dibentuk atas
dasar kedaulatan tiap-tiap individe yang ber-
tindak secara kolekiif,

Berbeda dengan pandangan di atas, timbul pula
padangan bahwa hak-hak yang ada pada setiap
manusia itu adalah anugerah Tuhan, Pengertian
semacam ini juga tersurat dalam Dekiarasi
Kemerdekaan AS pada 1776, bahwa hak-hak da-
sar yang tak dapat diingkari (unalienable rights)
g, seperti hidup itu sendiri, kebebasan dan upava
untuk mencari kebahagiaan bagl sctiap manusia,
adalah anugerah Sang Pencipta, Konsekuensinya,
pemeriniahan vang dibentuk di antara manusia
dinilai memikai tanggung jawab untuk menjaga
hak-hak itu sebagai amanat, karena pemeriniahan

Gartfroy WP R-porlrimongam i tang kb

menyusun piagam serupa berdasarkan karya-
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;- Masalahnya kemudian terletak pada interpre-
tasi mengenai siapa yang memberi amanat dan
siapa-pula yang harus menjalankan amanat.
JInterpretasi lain mengatakan, bahwa hak itu
berasal dari dan merupakan pemberian Tuhan
kepada manusia. Karenanya, manusia harus
[menggunakannya secara berianggungjawab, Oleh
seba, itu, maka pemegang amanat adalah
-manusia sendivi, secara Individu maupun kolektif,
‘Snatu pemerintahan yang dibentuk di antara
manusia mengemban ingas memelihara amanat
dari Tuhan agar hak-hak itu dilaksanakan oleh
manusia secara berlanggungjawab. Dengan
perkataan iain, manusia memiliki sejumlah
kewajihan, agar bisa menunaikan amanat ilu
dengan baik.

< Dalam wradigt pemikiran di Indonesiy, hak
tidak dilepaskan dari kewajiban, baik it pada
pemerintaban maupun anggota masyarakat,
Agaknya pandingan seperli ini merupakan cir
negara- negara scdang berkembang. Sehelum
Deklarasi PBE iahir, di Kolumbia, salah saw
negara Amerika Lalin, pads tanggal 30 bMaret
hingga 2 Mei 1948, eiah diumumbkan apa yang
disebut American Declaration of the Righis and
Duties of Man, yang dikenal juga schagai Pakia
Bogota, di antara negara-negara di Benua
Amerika. Dalam dekiarast ini HAM ternyala
tdak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan
kewajiban. Dalam konsep ini "kewajiban”
berkedudukan memberikan “hak” bagi negara.
Dalam prakiek, hak ini memberikan wewenang
kepada pemerintah untuk mengater warga nega-
ra, dengan risiko membatasi kebebasan warga
negara.

HAM, dalam perspekiif demokrasi Liberat,
pada akhirnya memang lebih banyak memberi-
kan kewajiban dan pembatasan-pembatasan
kepada negara, khasusnya pemerintah, vang
menjaiankan kekuasaan schari-hari. Pemerintah
negara-negara sedang berkernbang pada omum-
nya menghadapt dilema untuk melaksanakan
HAM ini.

oleh golongan yang memiliki basis dekonomi

vang kuat. Dengan basis ekonomi itu mereka

menjalankan hak-hak politik, sosial dan kebuda-
yaan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah bisa

bertindak untuk membatasi penggunaan hak-hak .

it guna melindungi kepentingan lapisan bawah

atau mengambil sebagian hak-hak golongan atas '
untek mesmberi peluang bagi golongan bawah gu» s

na mengembangkan kepentingan mereka,

Kemungkinan kedua timbul, apabila p@ﬂldnn-:"_"_-:" '
tah ternyata dinilai justeu berpihak kepada elite

dan golongan yang berbasis ekonomi kuat. Atay,
dengan perkataan lain, golongan elite dan ber-
hasis ekonomi kuat lersehut mampa memberikan
pengaruh yang lebih kuat terhadap kebijaksanaan
pemerintah dan karena it lebih mampu memiliki
akses terhadap sumberdaya, dengan akibat meng-
geser kepentingan yang lemah. Dalam proses
pembangunan ¢konomi di negara-negara Durmnia
¥etiga, pemerintah berperan memimpin dan
menjadi agen pembangunan dan perubahan so-
sial. Untuk mencapai wjoan ity pemeriniah cen-
derung mengambil sikap pragmatis, dengan
menguiamakan perkembangan mereka yang
berbasis ekonomi kuat, seba, golongan ini pada
akhirnya bisa menjadi mitra pemerintah dalam
pembangunan. Kerap kalt pula, elite poliik yang
mapan dalam pemerintahan, dalam kebijuksa-
nanmmnya, harus menckan kelompok-kelompok
yang diperkirakan bisa menimbuikan ketidak-
stabilan politik, guna memelihara kelangsungan
proses pembangunan.

Latar belakang pembentukan suatu negara dan
pemerintahan, ferutama antara yang telah terjadi
di negara-negara yang kind discbut negara-negara
industri maju dengan yang terjadi di Dunia Keti-
ga, lernyata berbeda, Pada kasus yang perlama,
perubahan sosial terjadi terlebih dahulu dan
membenfuk formasi sosial terlentu yang intinya
adalah golongan borjuast yang kemudian mem-
bontuk negara dan pemeritahan. Sementam #au, (i
Dunia Ketiga, yang mengambil prakarsa dalam
pembentukan negara dan pemcerintahan, adalah

A Lot k) . k3 Y ivoecdin:
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pada prakicknya, HAM ita hanya bisa dinfkimati

chitemdigemsin yang- idoadise Denpar negmardaor
pemerintahan, golongan inteligensia berusaha
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_ ;-'Zuntuk melakokan-perubshan yang menghasilkan
. 'fonnan sosial terienty, tenmasuk membentuk ke-
: -.1dS pengus&ha Karena itu, dengan latar belakang
'-j'-sepcru itu, sulit timbul pengertian, bahwa hak-
~~hak asasi itu berasal dari manusia secara indivi-
- -dual manpun kolektf. Dalam kenyataanya, HAM
. atau hak-hak kcwargcmcmra&n ity sering dira-
' ;.'ﬁjsakan scbarraz ‘pemberian” negara, Karena it
“'maka nc,g,ara mcrasa berhak menuntut kewajiban
“+ kepada warga negaranya, demi mercalisasikan
.:-'hak_hak yang diberikan kepada warga negara.

Sclama lebih dari 25 1ahun, sejak Orde Bar,

~pemerintah clah memimpin kegiatan pemba-
" ngunan, terugama wntuk merealisasikan hak-hak
“ekonomi yang secara formal telzh diberikan ke-
“pada warga negara. Dengan basis ckonomi yang
“meningkat, mulai timbul kesadaran politik warga
“negara, etama di kalangan kelas menengah,
‘yang menoatut hak-hak politik. Inilah hakekat
“‘dari wntutan demokratisasi dan keterbukaan.

Tuntitan ini sudab barang fentu menimbulkan

-'dax_npak, vaitn risiko ketidak-stabilan politik yang
“bisa’ menggoyahkan elite yang berkuasa.
‘Sementara ity pemeriniah juga berkepentingan
‘uniuk ‘memperoich dukungan ekonomi, misalnya

berupa pajak, dari kalangan bignis, yang mem-
berikan peluang yang lebih besar terhadap
golongan ini untuk mempengaruhi kebijaksanaan

“pembangunan. Dengan latar belakang im, maka

elite yang berkuasa merasa perlu untuk mencgas-

kan kembali kewajiban-kewajiban warga negara,

ierutama uniuk mendukong stabilitas politik,

" Sementara itu, pemerinlah juga menyadari,

bahwa kegagalan dalam merealisasikan hak-hak

‘golongan bawah, terutama hak uniuk mem-
peroleh penghidupan yang layak, akan memupuk

potensi gejolak sosial, Selama Grde Baru, pro-
telah- meningkatkan kesadaran politik hingga ke
lapisan yang paling bawah. Di sini, pemeriniah

‘menghadapi dilema aniara berpikir jangka pan-

jang untok mencegah kemungkinan gejolak sosial
di masa datang dan keperluan unwk menjaga

Atas dasar analisis di atas, mcmang"i:';iqé_ .
hikmahnya, bahwa “Piagam Hak-hak Agasi
Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Agasi -

Manusia” yang telah disusun rancangannya’ oleh

MPRS tahun 1966 itu belum disyahkan pada
awal Orde Baru. Tapi dengan pengalaman pem-

bangunan selama ini, kini sudah wakiunya TMPR
fasil Pemilihan Umum, 1992, menilai kenabali - _

naskah ito dan mendiskusikannva berdasa¥

pengalaman mutakhir. Dalam rangka men;,ha—ﬁ-" '

dapi tantangan abad ke-21, sudah waltunys NPR

melahirkan suatu piagam, scbagai pedoman pe-

merinizh dan scluroh warga negars, wntuk merea-

iisasikan HAM dan hak-hak serta kewsajiban

warga negara dalam proses pembangunan,

schagai pongamalan Pancasila dan UUD 19455
Uangk mendukung tercapainya Wjuan di “atas,

kalangan intelekiual dan para aktivis HAM di
Indonesia perla mengumpuikan bahan-bahan
pemnikiran di sckitar HAM, tenmasuk di dalmnﬁ'ya
konsep tentang hak-hak dan kewajiban warga

negara. Hal ini, hemat saya, sedikiinya mencakup
tiga hal pokok. Pertama, analisis tentang konsep
dasar HAM menurut pandangan Indonesia,
khasusnya mengacu kepada Pancasila dan UUD
1945, Kedua, rumusan pokok-pokok pikiran
ientang subsiansi piagam HAM, sebagai kete-
tapan MPR., Dan ketiga, analisis teniang strategi
pelaksanaan HAM dalam proses pembangunan
sehagat pengamalan Pancasila dan UUD 1945

Ketiga hat tersebut dapat dijabarkan ke dalam
beberapa wopik yang perly dibahas dalam human
right discourse kita. Sckadar untuk memberikan
gambaran lentang pembahasan vang diharapkan,
keterangan di bawah ini dimaksudkan sebagai
acuan,

1. Tradisi Pemikiran tentang Konsep HAM
sefak Tahun 1945
Sering dikatakan bahwa Indonesia memiliki
persepsi sendirl tentang HAM, Hal ini benar,
karena betapa pun konsep HAM i dilahirkan
oleh situasi sejarah terteniu. Konsep HAM mula-

b S o T R T Pl BT VI T S T W T
ungan pemoangunan.

mula didicarazarn oiell Bung kamo dan kernudian
di teruskan cleh Supomo, Yamin dan Hatta.
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Dalam sidang Dewan Konstituante 1958 dan SU
MPRS 1966, sejumlah ahli sudah banyak mem-
bahasnya, dengan latar belakang akademis yang
lebih solid. Oleh sebab itu, perumusan kembali
pengertian HAM dalam persepsi Indonesia,
mestilah menengok kembali tradisi pemiiiran ifu.
Pertanyaannya adalah: Apakah cid pokok pan-
dangan Indonesia tentang HAM? Kondisi spe-
sifik kesejarahan apakah yang ikut membentuk
pandangan Indoncsia? Mengapa pandangan ilu
lebih cocok unluk masyarakat Indonesia? Bagai-
mana kompatibilitas pandangan Indonesia de-
ngan Deklarasi PBB tentang HAM?

2. Pandangan Agams-agama tentang HAM

Scjarzh Eropa Barat bukan salu-sgiunya sume-
ber lahimya konsep HAM. Agama-agama, teru-
tama agama-agama profetis seperti Yahudi,
Kristen dan Islam, juga telah berbicara mengenai
hal ini. Peranan agama, dalam hal ini sangai
penting dalam upaya pencgakan HAM. Karena
ajaran agama-agama merupakan referensi dan
menimbulkan kesadaran untuk bersikap otonom
pada setiap individu maupun secara kolektf me-
ngenai HAM. Di samping ada aspek historis, ada
pula aspek transendenial. Beborapa pertanyaan
yang bisa diajukan adalah: Apa pandangan Islam,
Kristen dan Katolik tentang hal ini? Apa kaitan
dokirin HAM dengan kepercayaan kepada Tuhan
Yang Maha Hsa? Apakah agama-agama momi-
tiki dolkdrin-dokirin kemasyaralatan yang borkait-
an dengan HAM? Bagaimana ajaran agama-aga-
ma bisa mem-perkuat perjuangan menegakkan
HAM? Apakah titik temu agama-agama dalam
benang merah HAM?

3. Analisis Ekenomi-Politik tentang HAM
Pada mulanya HAM lebih banyak dilihat
schagai ide yang universal, terutama berkaitan
dengan paham individualisme dan liberalisme.
Padahal kelahiran suaiu konsep HAM berakar
pada kondisi dan struktur sosial-ekonomi suatu
masyarakal, HAM berkaitan dengan kepenting-

kongep politik. Dalam pembahasannya mengenai
HAM, Bung Karno sudah menyadari hal i,
Karena it ia mengaitkan konsep hak-hak warga
negara (the rights of citizens) dengan liberalisme
dan kapitalisme. Soalnya sckarang adalah: Bagai-
mana kaitan HAM dengan strukiur sosial-ekono-

mi Indonesia? Siapa sebenarnya yang berkepen- .
tingan dengan dilaksanakannya suatu konsep - -
HAM tertentu? Perubahan-perabahan apakah

yang diperlukan uniuk bisa mendukung realisasi

HAM di Indonesia ? Bagaimana strategi pernbac

ngunan sosial-ekonomi yang berorientasi pada

doktrin FAM?

4. HAM dan Proses Demokratisasi

Sejarah HAM scbenarnya berjalan seiring
dengan sejarah demokrasi, khasusaya di Barat,
Konscp-konsep HAM muncul bersama-sama de-
ngan perabahan strukiur masyarakat dan tampil-
nya kelompok-kelompok masyarakal seperti
kaum f{eodal, kaum borjuis, kelompok intelige-
nsia, Thakin meluasnya Japisan buruh dan penda-
duk kota dan selerusnya. Dari sejarah dapat
dilihat bahwa proses demokratisast itu crat kait-
annya dengan industrialisasi dan urbanisasi.
Konsep HAM muncui dan diperlukan scbagai
dasar-dasar nilal proses demokratisasi. Dewasa
ini pendudak kota makin meloas di Indonesia.
Pembangunan ekonomi telah berhasil mening-
katkan pendidikan dan kesadaran politik rakoyai.
Dengan suksesnya pembangunan ekonomi, tim-
bul pula akhir-akhir ini tuntwtan proses demokra-
tisasi. Apakah wuntwan ini juga berpengaruh for-
hadap konsep dasar dan ruang lingkup HAMY?
Apakah sebuah piagam HAM dapat mendorong
ke arah proses demokratisasi? Bagaimana ke-
mungkinan sikap pemerintah terhadap suatu kon-
sep HAM dalam kaitannya dengan proses demo-
kratisasi ini? Apaksh HAM di Tndonesia berkait-
an dengan tmbulnya golongan menengah baru?
Apakah HAM bisa mendorong nilai-nilai budaya
yang mendorong proses demokratisasi?

wa-;\uiﬁ,uﬁngcm cloron Lﬁ.xlmz__',ai Felormprokda
kemudian termanifestasikan dalam konsep-
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et -Gutarr Pervataran Poiitic Globat
Dewasa ini bola permasalahan HAM agaknya
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bcrada di tangan negara-negara industri Barat
yang. ma}un gencar dilemparkan dalam mengha-

dapi negara-negara sedang berkembang. Bantuan

luar negeri, termasuk bantuan militer, dikaitkan
dcngan pelaksanaan HAM. Menghadapi isu-isn
ity, negara-negara sedang berkembang bersikap

defensif dan kemudian agresif terhadap negara-
‘negara industri maju, seperti tercermin dalam
‘KTT Mon-Blok terakhir di Jakarta. Apa sebenar-
-1ya motif di balik isu HAM dalam politik luar ne-

gen negara-negara indusri maju? Mengapa ne-
gara-negara Dunia Ketiga menolzk pengkaitan
banwan luar negest dengan pelaksanaan HAM?
Apa yang bisa dilakukan oleh Dunia Ketiga, baik
dalam politik luar peger maupun upaya-upaya ke
dalam? Apakah kesulitan negara-negara scdang
berkembang dalam merealisasikan HAM? Apa-
kah negars-negaa industri majo akan fetap terus
berpegang dan bahkan meningkatkan pelitik
HAM werhadap negara-negara Dunia Kegiga?

6,  Lingkungan Hidup dan Hak-hak Manusia

.. Lingkungan hidup adaiah masalah yang relalif
baru sebagai isu global maupun dilema pemba-
ngunan nasional, dibante dengan isu HAM, Tapi
dua hal ita muncu! berbarengan akhir-akhir ini
sebagai keprihatinan global dalam percaturan
politik dan ckonomi iniemasional. Namun hingga
kini masih belum jelas bagaimana kaimnnya satu
sama lain, Ada hipotesa bahwa masalah ling-
kungan hidup pada hakekawmya merupakan dam-
pak dari realisasi HAM yang berorieniasi antro-
poseniris. Dalamn orientast ini, kesadaran hak-hak
individu telah menempatkan manusia sebagai
penguasa terhadap alam dalam proses pemba-
ngunan ekononi. Akibamya, "hak-hak alam dan
makhiuk hidup lainnya” ditempatkan pada posisi
terancam, Palam masyarakat tradisional, manusia
merasa menjadi bagian dari alam. Pesusakan ler-
hadap alam ditanggapi schagai ancaman terhadap
kerhidupan manusia sendidd. Profanisasi alam te-

lah menghilangkan perlindungan alam dari ulgh -
tangan manusia. Tapi pengalaman tclah membe-
ritahu kepada manusia bahwa ancaman tethadap
kelestarian alam dan keseimbangan ekologis pada -
akhirnya akan mengancam HAM itu sendiri.’
Pertanyaan di sini adalah: Apakah Deklarasi PBB

tentang HAM telah menyiratkan juga hak»hak o

alam dan makhiuk hidup lainnya? Jika belum, -

maka timbul keperluan uniuk mencaninmbkan

anggung jawab manusia terhadap perilaku me-

rcka dalam menunaikan hak-hak dan kewajiban -
manusia dan warga negara untuk memelihara
kelestarian alam, demi kepentingan jangka pan-
jang manusia sendirl.

7. Hak-hak Budaya dalam HAM

HAM, dalam kehidupan tradisional di Barat,
merupakan asas yang paling dasar bagi kehidup- -
an kreatlf. HAM (elah memberikan kebebasan
individu untuk mengembangkan kesenian dan
nilai-nilai budaya baru. Pembatasan terhadap
keglatan berpikir dan kehidupan kreatif dapat
discbut sebagai pelanggaran terhadap HARM.
Sungguh pun demikian, pelaksanaan HAM di
bidang lain, alas nama moderisasi amau pemba-
ngunan ckonomi, sering menimbulkan ancaman
terhadap kelestarian budaya tradisional. Semen-
lava, warisan budaya tradisional sudah kehilangan
pelindung. Kalae pun masih ada pemeliharaan
dan pelindungnya, hak-hak budaya tradisional
tersebut werpojok dalam posisi yang lemah berha-
dapan dengan kebutuhan modemisasi dan perm-
bangunan ekonomi. Salah sala contohnya adalah
nasib warisan budaya Xraton Surakaria Hadi-
ningral berhadapan dengan proyek pariwisata
yang mengharuskan pembangunan hotel, Peria-
nyaan-perianyaan yang timbul di sini adalah:
Apakah hak-hak budaya tradisional ith merupa-
kan bagian dari HAM? Masih mungkinkah buda-
ya Iradisional pada masyarakat sederhana, seperti
suku Asmal, dilindungi atas dasar HAM? =
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